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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 208 TAHUN 2012

TENTANG

PENILAIAN DAN PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, Gubernur menetapkan besarnya Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap tahun;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) Bumi dan Bangunan setiap tahun sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu penilaian dasar pengenaan pajak Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pedoman daiam menghitung
besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
terutang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penilaian
dan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Bum! dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Unda:1g-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebsgai Ibukota Negara Kesatuar.
Republik Indonesia;

3. Undang-Undan2 Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
RGtribu;;i Daarc.h;

4. Undano-Undar.g I~omor 12 Tahun 2011 tentang Pemhentukan
Per;;turon PenJrdang-undangan;

5. Peraturan Pcmeri!1tah Norne'; 81 Tahun 2010 lelltang Jenis Pajak
Daerah yang D;pLingul Bmdasc:rkan Penetapan Kep'Jla D3erah atau
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;



Menetapkan
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6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

9. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

10. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah;

11. Peraturan Gubenur Nomor 200 Tahun 2012 tentang Klasifikasi dan
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

12. Peraturan Gubenur Nomor 201 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai
Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan untuk Setiap Wajib Pajak;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENILAIAN DAN PENGHITUNGAN
DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Dinas Pelayanan Pajak yang juga disebut Dinas adalah Dinas
Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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8. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan
secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai
perolehan baru atau NJOP Pengganti.

10. NJOP Bumi adalah nilai jual bumi yang dihitung dalam satuan rupiah
per meter persegi.

11. NJOP Bangunan adalah nilai jual bangunan yang dihitung dalam
satuan rupiah per meter persegi.

12. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai dania tau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.

13. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual
bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi
atau NJOP Bangunan.

14. Dafiar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan
DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai
bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya
komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan
dania tau biaya komponen fasilitas bangunan.

15. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai
pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona.

16. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona
geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai
satu Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaanl
pemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi
pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.

17. Objek Pajak Umum adalah objek pajak yang memiliki jenis konstruksi
dan material pembentuk yang umum digunakan.

18. Objek Pajak Standar adalah objek pajak yang memiliki kriteria tertentu.

19. Objek Pajak Non Standar adalah objek pajak yang tidak memiliki
kriteria objek pajak standar.

20. Objek Pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki konstruksi
khusus baik ditinjau dari segi material pembentuk maupun
keberadaannya memiliki arti yang khusus.

21. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan NJOP yang akan
dijadikan dasar pengenaan pajak, dengan menggunakan pendekatan
data harga pasar, pendekatan biaya dan/atau pendekatan kapitalisasi
pendapatan.
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22. Penilaian Massal adalah proses penilaian yang sistematis untuk
sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu seeara
bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar.

23. Penilaian Individual adalah proses penilaian terhadap objek pajak
dengan eara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap objek
pajak.

24. Pend.ekatan data pasar adalah cara penenluan NJOP dengan
membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain
yang sejenis yang telah diketahui harga jualnya, dengan
memperhatikan antara lain faktor letak, kondisi fisik, waktu. fasilitas
dan Iingkungan.

25. Pendekatan biaya adalah eara penentuan NJOP dengan menghitung
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak
tersebut pada waktu penilaian dilakukan dikurangi dengan
penyusutannya.

26. Pendekatan kapitalis pendapatan adalah eara penentuan NJOP
dengan mengkapitalisasi pendapatan bersih 1 (satu) tahun dari objek
pajak tersebut.

27. Penyusutan adalah berkurangnya nilai bangunan yang disebabkan
oleh keusangan/penurunan kondisi fisik bangunan.

28. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOPTKP adalah batas nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak.

BAB II

PENILAIAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Objek PBB-P2

Pasal2

(1) Jenis objek PBB-P2 terdiri dari objek pajak umum dan objek pajak
khusus.

(2) Jenis objek pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari:

a. objek pajak standar; dan
b. objek pajak non standar.

(3) Objek pajak standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. tanah ~ 10.000. m2 (Iebih keeil atau sama dengan
sepuluh ribu meter persegi);

b. bangunan jumlah lantai ~ 4 (Iebih keeil atau sama dengan
empat) lantai; dan

e. luas bangunan ~ 1.000 m2 (Iebih keelI atau sama dengan seribu
meter persegi).
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(4) Objek pajak non standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah objek pajak yang tidak memenuhi kriteria objek pajak standar.

(5) Objek pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. jalan tol;
b. bandar udara dan pelabuhan laut;
c. galangan kapal dan dermaga;
d. stasiun kereta api;
e. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
f. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
g. menara Base Transceiver Station (BTS);
h. taman rekreasi; dan
i. lapangan golf.

Bagian Kedua

Penilaian Objek Pajak

Pasal3

(1) Penetapan NJOP PBB-P2 sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan
berdasarkan penilaian objek pajak bumi dan penilaian objek pajak
bangunan.

(2) Penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari:

a. penilaian massal ;dan
b. penilaian individual.

(3) Penilaian Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan terhadap objek pajak standar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3).

(4) Penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan terhadap objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (4) dan objek pajak yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Pasal4

(1) Penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau metode sebagai
berikut:

a. pendekatan data pasar;
b. pendekatan biaya; dan/atau
c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.

(2) Pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah cara penentuan NJOP dengan membandingkan objek pajak
yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang telah
diketahui harga jualnya dengan memperhatikan antara lain faktor
letak, kondisi fisik, waktu, fasilitas dan lingkungan.

(3) Pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
adalah cara penentuan NJOP dengan menghitung seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut waktu penilaian
dilakukan dikurangi penyusutannya.

(4) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, adalah cara penentuan NJOP dengan mengkapitalisasi
pendapatan bersih satu tahun dari objek pajak tersebut.
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(5) Penilaian berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan melalui proses yang menggunakan bantuan
komputer (computer assisted valuation) dengan kriteria yang telah
ditentukan.

(6) Tata cara penilaian dan pendekatan penilaian pada objek pajak bumi
dan objek pajak bangunan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas atas
nama Gubernur.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan PBB-P2

Pasal5

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP PBB-P2.

(2) NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
NJOP Bumi dan NJOP Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Nilai Jual Bumi dan Bangunan
dan Penetapan Nilai Jual Objek PBB-P2.

(3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. NJOP untuk tanah;
b. NJOP perairan pedalaman; dan
c. NJOP laut.

(4) NJOP untuk tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
ditetapkan sesuai dengan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

(5) NJOP perairan pedalaman dan laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dan huruf c dapat ditetapkan lebih rendah dalam
persentase tertentu dari NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Bagian Kedua

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak

Pasal6

(1) Besarnya NJOP Bumi untuk tanah sebagai dasar pengenaan pajak
dihitung berdasarkan perkalian luas bumi dengan NJOP Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Besarnya NJOP Bumi untuk perairan pedalaman dan laut sebagai
dasar pengenaan pajak dihitung berdasarkan perkalian luas bumi
dengan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(3) Besarnya NJOP Bangunan sebagai dasar pengenaan pajak dihitung
dari perkalian luas bangunan dengan NJOP Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).



7

(4) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan berdasarkan penjumlahan besarnya NJOP Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan NJOP
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikurangi NJOPTKP.

(5) NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.

Bagian Ketiga

Penghitungan PBB-P2 Terutang

Pasal7

(1) PBB-P2 terutang diperoleh dengan cara mengalikan tarif PBB-P2
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (5).

(2) Contoh perhitungan PBB-P2 terutang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal8

Peraturan Gubernur ini mulai beriaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oesember 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

IDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 0esem ber 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 201



Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 208 TAHUN 2012
Tanggal 27 Desember 2012

CONTOH PERHITUNGAN PENGENAAN PBB-P2 TERUTANG

Contoh 1 :

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa tanah seluas 200 m2 dengan harga jual
Rp 500.000,OO/m2 dan bangunan seluas 100 m2 dengan harga juai Rp 400.000,OO/m2

.

Berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2012
tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, NJOP PBB ditetapkan sebagai
berikut:

No Objek Klasifikasi NJOP

1 Tanah 071 Rp 464.000

2 Bangunan 027 Rp 429.000

No Uraian luas
NJOP Bumi dan Luas II NJOP Bumi &

Jumlan
Banpunan 8anl~unan

1 luas Tanah 1.500 m1 Rp 6.195.000 Rp 9.191500.000

1 luas Bangunan 800 m2 Rp 1.833.000 Rp 1.466.400.000

3 Pagar Mewah 2Meter 300 m2 Rp 365.000 Rp 119.000.000

4 Taman Mewah 200 m2 Rp 215.000 Rp 45.000.000

Nilal Jual Objek Tanah dan Bangunan Rp 11.022.900.000

NJOPTXP Rp 15.000.000

Nilai Jual Tanah dan Baniunan Kena Pajak Rp 11.007.900.000

Tari! PBB 03% (NJOP lebih dari Rp 10.000.000.000)

Besarnya Pajak Terutang PBS

0.3%, Rp 11.007.900.000 Rp 33.023.700

Contoh 2:

Wajib Pajak B mempun~ai objek pajak berupa tanah seluas 500 m2 dengan harga
jual Rp 1.000.000,OO/m dan bangunan rumah seluas 350 m2 dengan harga juai
Rp 1.500.000,OO/m2 serta pagar mewah seluas 150 x 2 m dengan harga jual
Rp 250.000,OO/m2

.

Berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomar 200 Tahun 2012
tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, NJOP PBB ditetapkan sebagai
berikut:

No Objek Klasifikasi NJOP

1 Tanah 065 Rp 1.032.000

2 Bangunan 020 Rp 1.516.000

3 Paga, Mewah 031 Rp 225.000
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NJOP Bumi dan luas x NJOP Bumi &
No Uraian luas

Ban2unan/m2 Jumlah
Bangunan

1 luas Tanah 500 m2 Rp 1.032.000 Rp 516.000.000

2 luas Bangunan 350 m2 Rp 1.516.000 Rp 530.600.000

3 Pagar Mewah 2meter 150 m2 Rp 225.000 Rp 67.500.000

Nilai Jual Objek Tanah dan Bangunan Rp 1.114.100.000

NJOPTKP Rp 15.000.000

Nilai Jual Tanah dan Bangunan Kena Pajak Rp 1.099.100.000

Tarif PBB 0.1% (NJOP Kurang dan Rp 2.000.000.000)

Besarnya Pajak Terutang PBS

0.1% x Rp 1.099.100.000 Rp 1.099.100

Contoh 3:

Wajib Pajak C mempun~ai objek pajak berupa tanah seluas 1.000 m2 dengan harga
jual Rp 4.000.000;i00/m dan pagar mewah seluas 300 x 2 m dengan harga jual
Rp 350.000,OO/m serta taman mewah seluas 200 m2 dengan harga jual
Rp 250.000,OO/m2

.

Berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2012
tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, NJOP PBB ditetapkan sebagai
berikut:

No Objek Klasifikasi NJOP

1 Tanah 048 Rp 4.155.000

2 Bangunan 019 Rp 1.833.000

3 Paga, Mewah 028 Rp 365.000

4 Taman Mewah 031 Rp 225.000

No Uraian lUiS
NJOP 8uml dan LUiS x NJOP Bumi &

Jumlah
Banrunan Ban!unan

1 lUiS lanan 1.000 m2 Rp 4.155.000 Rp 4.155.000.000

2 luas Bangunan 700 m2 Rp 1.833.000 Rp 1.283.100.000

3 Pagar Mewah 2 meter 300 m2 Rp 365.000 Rp 219.000.000

4 Taman Mewah 200 m2 Rp 225.000 Rp 45.000.000

Nilai Jual Objek Tanah dan Bangunan Rp 5.702.100.000

NJOPTKP Rp 15.000.000

Nilai Jual Tanah dan Bangunan Kena Pajak Rp 5.687.100.000

Tar~ PBS 0.1% (NJOP Kurang dari Rp 10.000.000.000)

Besarnva Pajak Terutang PB8

0.2% x Rp 5.6B7.100.000 Rp 11.374.200

Contoh 4:

Wajib Pajak 0 rnempunyai objek pajak berupa tanah seluas 1.500 m2 dengan harga
jual Rp 6.000.000,pO/m2 dan bangunan seluas 800 m2 dengan harga jual
Rp 2.000.000,OO/m dan pagar mewah seluas 300 x 2 m dengan harga jual
Rp 350.000,00/m2 serta taman mewah seluas 200 m2 dengan harga jual Rp 250.000,OO/rn2

.

Berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2012
tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, NJOP PBS ditetapkan sebagai
berikut:
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No Objek Klasifikasi NJOP

1 Tanah 044 Rp 6.195.000

2 Bangunan 019 Rp 1.833.000

3 Pagar Mewah 028 Rp 365.000

4 Taman Mewah 031 Rp 225.000

No Uraian Luas
NJOP Buml dan Luas xNJOP Bumi &

Jumlah
Batl2unan Ban2unan

1 Luas Tanah 1.500 m2 Rp 6.195.000 Rp 9.292. .000

2 luas Bangunan 800 m2 Rp 1.833.000 Rp 1466.400.000

3 Pagar Mewah 2Meter 300 m2 Rp 365.000 Rp 219000.000

4 Taman Mewah 200 m2 Rp 225.000 Rp 45.000000

Nilai Jual Objek Tanah dan Bangunan IRp 11.022.900.000

NJOPTXP Rp 15.000.000

Nilai Jual Tanah dan Bangunan Kena Pajak Rp 11.007.900.000

Tarif PBB 003% (NJOP lebih dan Rp 10.000.000.000)

8esarnya Pajak Terutang PBS

003% x Rp 11.007.900.000 Rp 33.023.100

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




